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ABSTRAK

Asas pemisahan horizontal merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa
bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), asas pemisahan berlaku pada (1) hak guna usaha, (2) hak guna
bangunan, (3) hak pakai, dan (4) hak sewa untuk bangunan. Namun, praktik yang
terjadi di masyarakat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUPA tersebut.
Seperti yang telah terjadi di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
terdapat praktik jual beli tanah tanpa menjual pohon jati yang berada di atasnya.
Sehingga terdapat permasalahan yang muncul yaitu pembeli tanah tidak dapat
mengelola tanah yang ia beli secara sempurna dikarenakan adanya hak orang lain
yang melekat pada tanah tersebut, tanpa batas waktu yang telah ditentukan. Hukum
Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, juga terdapat asas
kemaslahatan dalam akad yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para
pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.
Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengapa pohon jati yang berada di atas tanah
tidak diikutsertakan, serta bagaimana ketentuan hukumnya dalam hukum Islam
(akad).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli tanah tanpa pohon
jati yang berada di atasnya yang terjadi di masyarakat sekaligus meninjau praktik
tersebut menggunakan hukum Islam dari segi akad. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif.
Sumber data penelitian yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diikutsetakannya pohon jati
yang berada di atasnya disebabkan karena pohon tersebut bukan milik penjual
melainkan milik orang lain. Mengingat tanah tersebut diberikan kepada orang lain
kemudian oleh orang tersebut dikembalikan dengan meninggalkan pohon jati,
kemudian tanah tersebut oleh penjual dijual kepada pembeli. Praktik jual beli tanah
tanpa pohon jati yang berada di atasnya menurut hukum Islam atau teori akad
termasuk akad fasid. Hal ini dikarenakan terdapat kerugian dalam penyerahan objek
akad yang disebabkan adanya pohon jati yang berada di atas tanah yang
mengakibatkan pembeli tanah tidak dapat menguasai tanah tersebut secara sempurna.

Kata kunci: Asas Pemisahan Horizontal, Jual Beli, Hukum Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Asas pemisahan horizontal sebagai asas yang menyatakan bahwa
bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari
tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan
tanaman di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya

meliputi perbuatan hukum terhadap bangunan dan tanaman.*

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengakomodir asas
pemisahan horizontal dalam jual beli tanah. Asas pemisahan horizontal yang
diatur dalam UUPA adalah sewa tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha dan
hak pakai.? Adanya praktik jual beli tanah yang menerapkan asas pemisahan
horizontal di beberapa daerah di Indonesia seperti yang telah terjadi di Kec.
Patilanggio Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo yang menerapkan jual beli pohon
kelapa tanpa tanah yang melekat dengan pohon kelapa tersebut dengan alasan
masih  membutuhkan tanahnya, dan nilai jual pohon kelapa lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai jual tanahnya. Bahkan sebaliknya menjual tanah tanpa

! Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmodjo, “Akibat Hukum Asas Pemisahan
Haorizontal dalam Peralihan Hak Atas Tanah,” NOTARIUS, Vol. 12 No:2 (2019), him. 703.

2 Nasrullah, “Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada
Praktek Jual Beli Tanah Tidak Beserta dengan Pohon Kelapa di Atasnya di Kec. Patilanggio Kab.
Pohuwato,” Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 2 No.2 (April 2018),
hlm. 137.



pohon kelapa yang berada di atasnya dengan alasan yang sama yaitu, tingginya
nilai jual pohon kelapa dibandingkan dengan nilai jual tanahnya dan penjual
masih mengharapkan hasil dari pohon kelapa tersebut.> Bahkan secara faktual
praktik jual beli tanaman hias berupa pohon pule dengan bentuk yang besar
diperdagangkan sebagai perindangan di tempat-tempat tertentu seperti di kantor,
hotel, dan kompleks perumahan. Praktik jual beli pohon pule ini hanya menjual
pohon saja tidak menjual tanahnya. Karena hanya membutuhkan pohonnya saja.*
Di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto juga terdapat praktik jual
beli tanah yang menerapkan asas pemisahan horizontal dengan tidak menyertakan

pohon jati yang berada di atasnya.®

Permasalahan yang terjadi dalam jual beli tanah adalah adanya perbedaan
kepemilikan antara tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Di mana pohon yang
ada di atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut tetap dibiarkan berada di
tanah tersebut. Tanpa ada jangka waktu yang pasti sampai kapan tanaman tersebut
ada pada tanah yang telah dijadikan objek jual beli. Pemilik tanah berhak

bercocok tanam di atas tanah yang telah dibeli.

3 Ibid, hlm. 141-142.

4 https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/pohon-pule-si-eksotis-yang-tak-mudah-

rontok/, diakses pada 17 Desember 2021.

5 Wawancara Dengan TR, Pembeli Tanah, Kaligoro, Kutorejo, Mojokerto, Tanggal 22
Nopember 2020.

® Nasrullah, “Analisis Hukum Secara Analogi. hlm. 147.


https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/pohon-pule-si-eksotis-yang-tak-mudah-rontok/
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/pohon-pule-si-eksotis-yang-tak-mudah-rontok/

Jual beli dalam Islam pada dasarnya adalah boleh, hal ini berdasarkan atas
dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadis dan Ijma’ Ulama.” Di antara dalil

yang membolehkan praktik jual beli adalah dalil dalam al-Quran yaitu:®
5T g5 gl AT s

Penjelasan ayat tersebut tentang dasar kehalalan hukum jual beli dan
keharaman riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat
persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan,
maka akan diperintankan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan

kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.®

Asas kemaslahatan dalam akad hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat)
atau keadaan memberatkan (masyaggah).*® Jadi dalam terjadinya suatu akad harus
mewujudkan kemaslahatan antar kedua belah pihak atau lebih, dan tidak

diperkenankan menimbulkan kerugian antara sesama.

7 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ummul Qura, Vol. 111, No. 2, (Agustus
2013), him. 61.

8 Al-Bagarah (2):275.
® Ibid. hlm. 61-62.

10 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontenporer Bagian Dua, (Yogyakarta: UAD
PRESS, 2019), him. 130.



Dari penjelasan di atas, asas pemisahan horizontal dalam jual beli tanah
tidak diatur dalam UUPA. Namun hal tersebut terjadi di masyarakat, dan terdapat
salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya jual beli tanah tersebut. Hukum
Islam sangat menjunjung asas kemaslahatan dalam jual beli. Jadi perlu adanya
sebuah penelitian untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap asas
pemisahan horizontal dalam jual beli tanah. Maka dari itu perlu adanya penelitian
yang berjudul “Penerapan Asas Pemisahan Horizontal dalam Jual Beli Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Jual Beli Tanah tanpa Pohon Jati yang Berada

di atasnya di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa jual beli tanah di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab.
Mojokerto tidak menyertakan pohon jati yang berada di atasnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah tanpa
pohon jati yang berada di atasnya di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo,
Kab. Mojoketo?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli tanah yang
menggunakan asas pemisahan horizontal yang terjadi di masyarakat. Serta
meninjau praktik tersebut menggunakan kajian hukum Islam dari segi akad dan

magashid syariah.



Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu: manfaat
teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum adat dan
hukum jual beli. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi
bahan referensi bagi masyarakat dalam melakukan jual beli tanah yang
menerapkan asas pemisahan horizontal. Serta dapat menjadi referensi bagi
praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa yang membahas mengenai asas

pemisahan horizontal dalam jual beli tanah.
D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang asas pemisahan horizontal dalam jual beli tanah bukan
hal yang baru dalam sebuah penelitian. Karena sudah ada penelitian yang
membahas hal serupa. Namun di sini peneliti akan menggambarkan kemajuan
penelitian yang membahas tentang asas pemisahan horizontal dalam jual beli
tanah dan penelitian yang terkait dengan hal tersebut selama tiga tahun terakhir,

yang bertujuan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, dalam penelitian ini
merumuskan dua pokok permasalahan yaitu:'! 1. Bagaimanakah pengaturan asas
pemisahan horizontal dalam UUPA? 2. Apakah praktik jual beli tanah tidak

beserta dengan pohon kelapa di atasnya di Kec. patilanggio jika dianalisis secara

I Nasrullah, “Analisis Hukum, hlm. 137.



analogi sama dengan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam UUPA?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
empiris. Objek penelitian adalah penerapan asas pemisahan horizontal dalam jual
beli tanah tidak beserta dengan pohon kelapa di atasnya. Peneliti memperoleh
data primer dengan cara wawancara.'? Hasil dari penelitian ini menjawab dua
pokok masalah di atas yaitu:!3 1. Asas pemisahan horizontal dalam UUPA adalah
asas yang memisahkan hak milik atas tanah dengan hak milik atas benda yang
berada di atasnya atau melekat pada tanah. Benda tersebut memiliki batas waktu
baik berupa kesepakatan maupun berupa peraturan perundang-undangan. 2.
Berdasarkan analisis hukum secara analogi dapat disimpulkan bahwa praktik jual
beli tanah tidak beserta pohon kelapa di atasnya tidak sama dengan asas
pemisahan horizontal dalam UUPA. Karena terdapat perbedaan subjek hukum
pemegang hak milik atas tanah dengan subjek hukum pemegang hak milik atas
pohon kelapa. Asas pemisahan horizontal dalam UUPA memiliki batas waktu
baik berupa kesepakatan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Asas pemisahan horizontal yang terjadi di Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato tidak

memiliki batas waktu tertentu.

12 [bid.

B Ibid., him. 146-147.



Kedua, penelitian yang dibuat oleh Urip Santoso, penelitian ini mengkaji
dua rumusan masalah:** 1. Asas dalam pembebanan hak sewa untuk bangunan
atas tanah hak milik. 2. Pembuktian dalam pembebanan hak sewa untuk bangunan
atas tanah hak milik. Metode penelitian yang digunakan dalam pembebanan hak
sewa untuk bangunan atas tanah hak milik. Kesimpulan dari penelitian ini
menjawab dua rumusan masalah di atas:*® 1. hak sewa bangunan terjadi atas tanah
hak milik atau hak sewa bangunan merupakan hak milik yang dibebankan hak
sewa untuk bangunan. Pembebanan hak sewa bangunan atas tanah hak milik
adalah implementasi dari asas pemisahan horizontal, yaitu pemisahan antara
kepemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya. 2. Pembuktian
berupa akta pembebanan hak sewa untuk bangunan atas tanah hak milik masih
menjadi permasalahan, karena dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2016 PPAT tidak berwenang membuat akta pembebanan hak sewa untuk
bangunan atas tanah hak milik. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuatan akta pembebanan hak sewa untuk
bangunan atas tanah hak milik olen PPAT perlu ditinjau kembali dikarenakan
PPAT tidak dapat melaksanakan pembuatan akta tersebut. Peraturan Perundang-
undangan mengenai hak sewa untuk bangunan yang telah diperintahkan oleh

pasal 50 ayat 2 UUPA harus segera dibentuk agar memberikan kepastian hukum

14 Urip Santoso, “Pembebanan Hak Sewa untuk Bangunan atas Tanah Hak Milik: Perspektif
Asas dan Pembuktian,” Yuridikal, Vol. 33:2 (Mei 2018), hlm. 333.

15 Ibid., Him. 347.



serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan pembebanan hak sewa untuk

bangunan atas tanah hak milik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hatta Isnaini Wahyu Utomo.
Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Obyek Jaminan Berupa
Bangunan Tanpa Tanah dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal. Penelitian
ini menelaah dan menganalisis dua hal:'® 1. karakteristik kepemilikan bangunan
yang terpisah dengan kepemilikan tanah berdasarkan asas pemisahan horizontal.
2. Perlindungan hukum bagi debitur yang kreditur atas obyek jaminan berupa
bangunan yang terpisah dengan kepemilikan tanah. Metode penelitian yang
digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian
ini menjelaskan dua hal 1. Asas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan
Indonesia menerapkan pemisahan antara kepemilikan tanah dan bangunan yang
berada di atasnya, dan memiliki status kepemilikan yang berbeda di buktikan

dengan sertifikat kepemilikan tanah dan sertifikat kepemilikan bangunan.!’

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Putri Andari dan
Djumaidi Purwoatmodjo berjudul Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal

dalam Peralihan Hak atas Tanah. Rumusan masalah pada penelitian ini berupa:'®

16 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Obyek Jaminan
Berupa Bangunan Tanpa Tanah dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal,” Jurnal Selat, Vol. 7:1
(oktober 2019), hlm. 50.

17 Ibid,. him. 51.

18 Cicilia Putri Andari, Djumadi Purwoatmodjo, “Akibat Hukum, hlm. 708.



1. Bagaimana akibat hukum asas pemisahan horizontal dalam peralihan hak atas
tanah? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak terhadap penerapan asas
pemisahan horizontal dalam peralihan hak atas tanah? Metode penelitian yang
digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.!® hasil pembahasan dalam
penelitian ini menjawab dua rumusan masalah di atas: 1. Akibat hukum asas
pemisahan horizontal pada peralihan hak atas tanah dapat disimpulkan bahwa
praktik jual beli tanah tidak beserta dengan pohon kelapa yang ada di atasnya
berbeda dengan asas pemisahan horizontal yang ada dalam UUPA Kkarena tidak
memiliki batasan waktu yang jelas. 2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam
penerapan asas pemisahan horizontal diberikan kepada pihak yang beritikad baik

terhadap penguasaan bangunan dan tanah.?

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Harini Dwiyatmi dengan judul
Asas Pemisahan Horizontal (Horizontal Scheiding Beginsel) dan Asas Prelekatan
(Verticale Accessie ) dalam Hukum Agraria Nasional. Penelitian ini ingin
menunjukkan perwujudan asas pemisahan horizontal dan venticale accessie
dalam hukum agraria nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatik. Hasil penelitian ini adalah asas pemisahan horizontal

telah terwujud dalam UUPA dan peraturan pelaksananya dan asas perletakan juga

19 Ibid., hlm. 709.

20 bid., hlm. 714-715.
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menjiwai hukum agraria nasional. Penganutan kedua asas tersebut semakin

tampak pada undang-undang rumah susun dan undang-undang hak tanggungan.?:

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Angela Melani Widjaja dkk.
berjudul Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung. Fokus pembahasan pada
penelitian ini adalah gedung yang belum terselesaikan atau benda yang akan ada
atau masih hendak dibangun turut serta menjadi obyek jaminan dan perlindungan
hukum bagi pemilik bangunan. Serta yang bertanggung gugat apabila terjadi
sengketa atas status kepemilikan bangunan dan tanah. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal research. Pendekatan yang
digunakan ialah pendekatan perundang-undangan sebagai data primer dan
pendekatan konseptual sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini
menyimpulkan bahwa, apabila pemilik tanah lalai atau wanprestasi terhadap
pemilik bangunan akibat hubungan hukum pemilik tanah dengan bank berupa
pembebanan jaminan berupa hak tertanggung. Ketika bank hendak mengeksekusi
benda jaminan yang dijaminkan oleh pemilik tanah, namun hal tersebut
menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pemilik tanah sehingga
berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dan hanya sebatas

mendapat ganti rugi dari pemilik tanah. Tanggung gugat ini didasarkan dari

21 Sri Harini Dwiyatmi, “Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale scheiding Beginsel ) dan
Asas Perletakan (Verticale Accessie) dalam Hukum Agraria nasional,” REFLEKSI HUKUM Jurnal
IImu Hukum, Vol. 5:1 (Oktober 2020).
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perjanjian antara pemilik bangunan dan pemilik tanah berupa HSUB. Karena
pemilik tanah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjiannya
tersebut sehingga pemilik tanah menyebabkan kerugian terhadap pemilik

bangunan.??
E. Kerangka Teori

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas pemisahan horizontal
dalam jual beli tanah yang terjadi di masyarakat. Permasalahan muncul atau yang
terjadi dalam penelitian ini adalah pembeli tidak dapat sepenuhnya mengusai
lahan dikarenakan adanya tanaman yang berada di atas lahan tersebut. Dengan
demikian peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan teori

kontrak (akad) dalam hukum Islam dan magashid syariah.

Akad dalam hukum Islam memiliki makna yang berbeda dengan istilah
kontrak dalam hukum Indonesia. Akad dalam hukum Islam lebih luah
cakupannya dibandingkan dengan kontrak, karena kontrak hanya mencakup
perjanjian tertulis sedangkan akad mencakup perjanjian tertulis dan tidak tertulis.
Akad dibagi menjadi dua bagian yaitu, bagian pertama mengatur tentang

ketentuan umum dalam hal ini disebut teori akad. Bagian kedua mengatur tentang

22 Angela Melani Widjaja, dkk., “Tanggung Gugat Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda yang Akan Ada berupa Gedung,” Jurnal Mercatoria, Vol. 13:2 (Desember 2020).
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akad khusus yaitu akad-akad bernama seperti akad jual beli, mudharabah, ijarah,

istisnak dan seterusnya.?

Definisi akad dalam bahasa arab memiliki arti: menjadikan ikatan,
memperkuat, menetapkan. Definisi akad menurut bahasa dikemukakan oleh
Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abu Zahrah: menurut Wahbah Zuhaili akad
dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung
sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.
Menurut Muhammad Abu Zahrah akad menurut etimologi diartika untuk
menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-

hulli” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.?*

Dari penjelasan definisi akad di atas para fuqoha’ juga mempunyai defini
akad yang dibagi menjadi dua: pertama definisi secara umum, kedua definisi
secara khusus. Definisi akad secara umum diartikan oleh fuqoha’ Malikiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabillah yaitu: akad adalah segalah sesuatu yang diniatkan
oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbuk karena satu kehendak, seperti
wakaf, pembebasan talak dan sumpah, maupun memerlukan kepada kedua

kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian

2 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam, hlm, 121.

24 Wahbah Zuhaili, A/-Figuh Al-Islamiy wa Adillatuh, Jus 4, cet. III (Damaskus, Dar Al-
Fikr), him. 80.
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kuasa, dan gadai.®® Definisi akad secara khusus dikemukakan oleh fuqoha’
hanafiah yaitu: akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut
ketentuan syara’ yang menimbulkan ketentuan hukum pada objeknya atau dengan
redaksi yang lain: keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang
melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak

pengaruhnya pada objek.?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan yang
terjadi antara kedua bela pihak yang satu menyatakan ijab dan yang satu
menyatakan kabul. Kemudian mengakibatkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak

dan kewajiban antara kedua bela pihak.

Akibat hukum dalam akad dibagi menjadi dua yaitu: pertama, akibat
hukum pokok akad, dan kedua, akibat hukum ikutan akad. Akibat hukum pokok
akad adalah terwujudnya tujuan dari terbentuknya akad. Akibat hukum ikutan
akad adalah akibat hukum yang timbul pada subjek akad berupa hak dan
kewajiban yang melekat pada kedua bela pihak untuk merealisasikan tujuan dari

akad.?’

Akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam dengan meninjau dari

beberapa segi. Peninjauan tersebut dapat ditinjau dari segi hukum, sifatnya, segi

5 Ibid.
26 Ibid., hlm. 81.

27 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, him. 123.
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watak dan adanya hubungan antara hukum dengan shighat-nya, segi maksud dan
tujuannya,?® dan ada pula yang membagi akad dari segi mananya (bernama dan

tidak bernama).?®

Akad dalam hukum Islam memiliki beberapa asas sebagai landasannya,
yang menjadi koridor pembuatannya dan pedoman penafsirannya. Asas-asas
dalam akad hukum Islam tersebut adalah Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah), Asas
Kebebasan berakat (Mabda’ Hurriyyat at-Ta’aqud), Asas Konsensualisme
(Mabda’ ar-Rida’iyya), Asas Janji itu Mengikat, Asas Keseimbangan (Mabda’ at-
Tawazun fi al-Mu’awadah), Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), Asas

Amanan, Asas Keadialan, Asas Personalia Akad (Mabda’ Syakhsiyyat al-Aqd).*°

Terbentuknya akad harus terpenuhi unsur-unsur akad dan syarat-syarat
akad, unsur-unsur akad meliputi: para pihak, pernyataan kehendak (ijab dan
kabul), objek akad, dan tujuan akad. Selanjutnya untuk syarat-syarat akad yaitu:
syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat dapat diberlakukannya
akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.’ Unsur dan syarat akad

tersebut menentukan sah dan batalnya suatu akad. Dalam hukum Islam batalnya

28 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, hlm. 113.
2 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, him. 123.
30 1bid., him. 126-131.

31 Ibid., hlm. 131-132.
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suatu akad memiliki 5 tingkatan yaitu:®? (1) Akad Batil, (2) Akad Fasid, (3) Akad

Maukuf, (4) Akad Nafiz Gair Lazim, (5) Akad Nafiz Lazim.

Teori akad dalam hukum Islam pada penelitian ini digunakan untuk
mengkaji kontrak (akad) para pihak dalam peralihan tanah dengan menerapkan

asas pemisahan horizontal dalam jual beli tanah.
F. Metode Penelitian

Berikut ini akan membahas tahapan-tahapan serta metode yang digunakan

dalam proses penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang didesain dalam tema ini merupakan penelitian
lapangan atau field research, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di
lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga pemerintah maupun lembaga
organisasi masyarakat.*® Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas

2 Ipid., hlm. 140.

33 Sumardi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998),
hlm. 102.
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hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau

dalam menyusun teori baru.®*
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam
yaitu teori akad dalam hukum Islam dan magashid syariah untuk menjawab

permasalahan yang dikaji.
3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah
sumber data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan
atau yang memakai data tersebut dan data tersebut diperoleh dengan cara
wawancara atau menggunakan kuisioner.>® Jadi sumber data primer pada
penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau yang
berkepentingan dengan cara wawancara atau kuisioner, dalam hal ini peneliti
mewawancarai penjual tanah dan juga pembeli tanah. Sumber data sekunder

dalam penelitian ini adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh orang

10.

80.

34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: UI Perss, 2019), him.

35 Ahmad Tanzeh, Metodelogi Penelitian Praktis, cet. ke-1 (Yogyakarta, Teras, 2011), him.
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yang berkepentingan dengan data tersebut dan diperoleh dari laporan suatu
perusahaan atau suatu lembaga.®® Data sekunder yang digunakan adalah
sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini seperti: buku-buku,

laporan hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk
memperoleh data adalah menggunakan teknik wawancara. WWawancara yang
akan dilakukan termasuk dalam wawancara tidak terstruktur. Wawancara
adalah proses tanya jawab secara lisan, beranggotakan dua orang atau lebih
secara berhadapan secara fisik, dapat melihat serta mendengarkan langsung
suaranya.®” Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak penjual dan pembeli

tanah.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif di mana data cenderung terdiri dari analisis teks serta cenderung

melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema.®® Jadi data tentang

38 Ibid.

37 Sukandarumidi, Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, cet. ke-4
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 88.

38 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif> Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
hlm. 7.
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praktik jual beli tanah tanpa pohon jati yang berada di atasnya yang terjadi di
desa Karangasem, Kec, Kutorejo, Kab. Mojokerto. Data tersebut dianalisis secara
deskriptif, yakni peneliti mendeskripsikan fakta tentang praktik tersebut yang
terjadi di masyarakat kemudian dianalisis menggunakan teori akad dalam hukum

Islam dan masqashid syariah.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam penulisan tesis, maka perlu adanya uraian

sistematika penulisan yang akan digunakan antara lain:

Bab I, berisi pendahuluan yang membahas permasalahan penerapan
asas pemisahan horizontal dalam jual beli tanah yang termuat dalam latar
belakang. sekaligus menjadi permasalahan akademis yang tersusun dalam
beberapa pertanyaan dalam Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab I, berisi kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisis
pembahasan penelitian. Pada bab ini membahas mengenai teori akad dalam

hukum Islam dan konsep magashid syariah.

Bab 111, memuat tentang praktik jual beli tanah tanpa pohon jati yang
berada di atasnya yang terjadi di desa Karangasem, kec. Kutorejo, kab.

Mojokerto. Seperti profil desa, proses jual beli, hak apa saja yang diperoleh
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pembeli, sampai kapan pohon jati tersebut berada di atas tanah yang sudah

dijual, permasalahan yang muncul.

Bab IV berisi pembahasan. Pada bab ini akan menganalisis praktik
jual beli tanah tanpa pohon jati yang berada di atasnya menggunakan hukum
Islam, dalam hal ini menggunakan akad dalam hukum Islam dan konsep

magashid syariah.

Bab V berisi penutup, bab ini membahas kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang
ada dalam rumusan masalah. Saran ditujukan kepada semua pihak yang terkait

dalam objek penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan pengkajian Praktik Jual Beli Tanah tanpa Pohon

Jati yang Berada di atasnya Perspektif Hukum Islam (Studi: di Desa

Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto), maka dihasilkan kesimpulan

yang penyusun rangkum sebagai berikut:

1. Tanah yang menjadi objek jual beli di Desa Karangasem Kec. Kutorejo,
Kab. Mojokerto menerapkan asas pemisahan horizontal dengan hanya
menjual tanah tanpa pohon jati yang berada di atasnya. Setelah melakukan
penelitian penyusun telah mengetahui alasan mengapa penjual tidak
menyertakan pohon jati yang berada di atasnya, yaitu: Pohon jati yang
berada di atas tanah yang menjadi objek jual beli adalah milik pihak
ketiga, bukan milik penjual tanah. Jika dilihat dari sejarahnya tanah
tersebut awalnya adalah milik orang tua penjual. Kemudian diwariskan
kepada pihak penjual, dari pihak penjual diberikan kepada pihak ketiga
untuk dikelola dan diambil hasilnya. Setelah lima belas (15) tahun, pihak
ketiga mengembalikan tanah tersebut kepada pihak penjual dan oleh pihak
penjual dijual kepada pembeli. Setelah mengetahui sejarah perpindahan
tanah tersebut, maka dapat dipahami mengapa pihak ketiga memiliki

pohon jati yang berada di atas tanah yang telah terjual.
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2. Praktik jual beli tanah tanpa pohon jati yang berada di atasnya perspektif
hukum Islam di Desa Karangasem, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto dapat
disimpulkan dalam dua aspek yaitu, akad dan magashid syariah. Pertama,
praktik jual beli tanah tanpa pohon jati yang berada di atasnya jika dilihat
dari perspektif akad dalam hukum Islam maka dapat dikatakan praktik
tersebut termasuk dalam akad fasid yaitu, akad yang telah memenuhi
rukun akad, syarat terbentuknya akad. Namun tidak memenuhi syarat
keabsahan akad, karena adanya kerugian dalam penyerahan objek akad
yang dilakukan penjual kepada pembeli mengingat bahwa pohon jati
adalah pohon yang berusia tahunan.

B. Saran
Memperhatikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan
tesis ini, maka penyusun mengajukan saran-saran atau masukan-masukan baik
bagi pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjut yang mengkaji tentang

praktik jual beli yang menerapkan asas pemisahan horizontal yang terjadi di

masyarakat.

1. Saran bagi Pemerintah Republik Indonesia
Perlu dibuatnya peraturan yang membahas mengenai aturan jual beli
tanah yang menerapkan asas pemisahan horizontal demi melindungi hak-
hak para pihak. Mengingat bahwa praktik jual beli yang menerapkan asas

pemisahan horizontal tidak hanya terjadi di Desa karangasem, Kec.
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Kutorejo, Kab. mojokerto, Prov. Jawa Timur saja, melainkan hal serupa
juga pernah terjadi di Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo.

. Saran bagi masyarakat

Sarang bagi masyarakat agar tidak membuat akad maukuf atau akad yang
tergantung objek akadnya dikarenakan akan ada permasalahan yang
timbul di kemudian hari. Kecuali telah dipersiapkan penyelesaian
masalah sejak awal agar tidak terjadi sebuah permasalahan.

. Saran bagi peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang praktik jual beli
yang menerapkan asas pemisahan horizontal adalah untuk dapat
menemukan pembaruan dari permasalahan yang terkait menggunakan

perspektif yang berbeda.
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